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 Hutang Piutang (Qardh) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain 
yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu 
dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, di mana orang yang diberi 
tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutanginya dengan jumlah 
yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan, namun utang 
piutang yang di lakukan di warung sembako Desa Sidodadi Kecamatan 
Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan di mana yang berutang mengambil 
berupa barang yang dibutuhkannya kepada pemilik sembako sebagai pemberi 
utang tanpa ada nya kesepakatan kapan waktu pembayaran utang dan bahkan 
pemberi hutan yaitu pemilik sembako tidak menuliskan utang tersebut sebagai 
bukti tertulis. Masalah tersebut menurut sebagian orang dianggap biasa namun 
disini ada yang dirugikan yaitu pemilik toko sembako tersebut sebagai pemberi 
utang, Maka penulis menganggap masalah ini sangat penting sekali untuk dibahas 
agar menambah pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat agar tidak 
melakukan kesalahan secara terus menurus, Rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah Bagaimana praktik utang tanpa batas waktu di warung sembako Desa 
Sidodadi Kecamatan Sidomulyo dan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang 
pembayaran utang tanpa batas waktu di warung sembako Desa Sidodadi 
Kecamatan Sidomulyo. Adapun Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui 
praktik utang tanpa batas waktu di warung sembako di desa Sidodadi kecamatan 
Sidomulyo kabupaten Lampung Selatan dan Untuk mengetahi tinjauan hukum 
Islam tentang utang tanpa batas waktu di warung sembako desa Sidodadi 
kecamatan Sidomulyo kabupaten Lampung Selatan. Penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang bersifat 
deskriptif kualitatif dengan analisis sumber data yaitu data primer yang diperoleh 
dari wawancara kepada pemilik toko sebagai pemberi utang dan yang berutang 
dan data sekunder dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Populasi dalam 
penelitian ini adalah pemberi utang yaitu pemilik toko sembako dan yang 
berutang di Desa Sidodadi Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan, Penelitian ini 
bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif Analisis ini dilakukan 
untuk menggambarkan keadaan atau fenomena tentang praktek utang piutang 
tanpa batas waktu diwarung sembako di Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo. 
Dalam mendiskripsikan tersebut digunakan alur berfikir komperatif yaitu diawali 
dengan uraian tentang praktek utang-piutang tanpa batas waktu yang kemudian 
dibandingkan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam buku Islam. berdasakan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa utang piutang tanpa batas waktu yang 
dilakukan di toko sembako Desa Sidodadi Kec. Sidomulyo Kab. Lampung 
Selatan, yang mana anatar yang berutang dan pemberi uttang tidak adanya 
kesepakatan batas waktu dalam pembayaan utang dan utang dilakukan tidak 
secara tertulis. Adapun utang piutang yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum 









َب َٰٓأَُّٚٓ  َٚ  ٍَ ٗ فَ  ٱنَِّزٚ ًّّٗ َس َٰٓ أََجٖم يُّ  ٗ َ ٍ إِن ۡٚ اْ إَِرا رََذاَُٚزُى ثَِذ َٰٕٓ َُُكۡى  ٱۡكزُجُُِٕ  َءاَيُُ ۡٛ ۡنَٛۡكزُت ثَّ َٔ
 ثِ 
ُّ  ٱۡنَعۡذِل  َكبرُِتُۢ ًَ ب َعهَّ ًَ ََل َٚۡأَة َكبرٌِت أٌَ َٚۡكزَُت َك هِِم  ۚ   َاهلل َٔ ًۡ ۡنُٛ َٔ فَۡهَٛۡكزُۡت 
ِّ  ٱنَِّز٘ ۡٛ ۡنَٛزَّكِ  ٱۡنَحكُّ َعهَ ُ  َاهللَ َٔ ُّ َشۡٛ  ۥَسثَّّ ُۡ ََل َٚۡجَخۡس ِي  ب  َّٗٔ
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 
Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 
benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana 
Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah 
orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia 
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A. Penegasan Judul 
Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan 
yang dimaksudkan dan menghindari penafsiran yan berbeda atau bahkan 
salah dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan member 
arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini.Adapun 
judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran 
Utang Tanpa Batasan Waktu” (Studi Kasus Warung Sembako di Desa 
Sidodadi Kecamatan Sidomulyo). 
Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk 
diuraikan adalah sebagai berikut : 
Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil 
meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidik, mempelajari,dsb). 
Sedangkan kata “tinjau” yaitu berarti pandangan atau pendapat sesudah 
mempelajari atau menyelidiki suatu masalah.
2
 
Hukum Islam adalah hukum-hukum yang kewajibannya sudah 
diatur secara jelas dan tegas dalam Alquran atau hukum-hukum yang 
ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya kewajiban zakat, puasa, 
                                                             
2
Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 
Balai Pustaka. 1990), h. 951 
 
 
haji, syûra, dan denda akilah.
3
 Hukum Islam menurut ahli fiqih yaitu 
hukum yang erat hubungannya atau bertalian dengan perbuatan orang 
mukallaf yang terdiri atas tuntutan, pembolehan  dan penentuan sesuatu 
yang lain.
4
Sedangkan Hukum Islam menurut ahli ushul fiqih adalah: 
“Firman Allah yang ditunjukan kepada orang-orang mukallaf yaitu orang-
orang yang sudah cakap bertanggung jawab hukum, berupa perintah, 
larangan, atau kewenangan memilih yang bersangkutan dengan 
perbuatannya”.
5
 Hukum Islam pula dinamakan fikih, yang berarti 
pemahaman dan penalaran rasional.
6
 Hukum Islam disini lebih spesifik 
pada hukum Islam yang mengatur tentang kebendaan antara manusia yakni 
Fiqih Muamalah dan yang berkaitan dengan hukum ekonomi syari‟ah 
(muamalah) tentang utang piutang. 
Utang Piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang 
membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu 
dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, di mana orang yang 
diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang diutanginya 
dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah 
                                                             
3
Siti Mahmudah, Reformasi Syariat Islam: Kritik Pemikiran Khalil Abdul Karim, Dalam 
Jurnal al-Adalah Vol.13, No .1, Tahun 2016, h.83. 
4
Naza Bakry, Fiqih dan Ushul Fiqih, (Jakarta: Rajawali Pers,t.th), h.146. 
5
Ahmad Sudjono, Filsafat Hukum Dalam Islam, (Bandung: Ma‟arif, t.th).,h. 33. 
6






 Sedangkan Pembayaran adalah suatu transaksi tukar menukar 
dengan sistem sama-sama suka dan menyetujuinya. 
Tanpa Batas Waktu, Batas Waktu dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia yaitu Ketentuan yang tidak boleh dilampaui,
8
 Sedangkan tanpa 
batas waktu adalah tanpa adanya ketentuan yang tidak boleh dilampaui. 
Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 
judul penelitian ilmiah ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang 
Utang Piutang Tanpa Batas Waktu” (Studi Di Toko Sembako Desa 
Sidodadi Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung). 
Maksud dari judul penelitian tersebut diatas adalah akan membahas 
tentang praktik utang piutang tanpa batas waktu yang akan ditinjau dari 
Hukum Islam. 
B. Alasan Memilih Judul  
Pada dasarnya terdapat dua alasan dalam pemilihan suatu judul 
penelitian, Alasan memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang 
Pembayaran Utang Tanpa Batas Waktu”yaitu: 
1. Alasan Objektif 
a) Pembayaran utang tanpa ada kesepakatan waktu seakan-akan 
menjadi hal yang biasa dan bahkan menjadi kebiasaan oleh 
                                                             
7
A Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan 
Bisnis (Bandar Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 
h.165. 
8
Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 
Balai Pustaka. 1990), h. 145 
 
 
beberapa masyarakat terutama masyarakat di desa Sidodadi 
kecamatan Sidomulyo. 
b) Utang Piutang memiliki dasar hukum yang mengaturnya, sehingga 
perlunya dikaji dasar hukum utang piutang tentang persoalan 
pembayaran utang yang tanpa ada kesepakatan waktu 
pembayarannya. 
2. Alasan Subjektif 
a) Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut, 
maka sangat memungkinkan untuk diteliti. 
b) Masalah yang dibahas dalam skripsi ini merupakan salah satu 
masalah yang termasuk didalam bidang ilmu yang penulis pelajari 
di Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. 
Selain Itu juga guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas 
Syari‟ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. 
C. Latar Belakang Masalah 
Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang mana 
manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi 
dengan manusia lain. Dalam kehidupan seahari-hari manusia pasti saling 
membutuhkan satu sama lainnya. Oleh sebab itu diwajibkan bagi mereka 
untuk saling tolong menolong antara sesama umat manusia, tidak jarang 
dalam memenuhi kebutuhan  pribadi, seseorang adakalanya tidak mampu 
untuk memenuhinya sendiri, sehingga memerlukan orang lain. 
 
 
Usaha manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup 
umat di muka bumi ini sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dalam 
pandangan islam , kegiatan ekonomi yang sesuai dan dianjurkan adalah 
melalui kegiatan bisnis dan investasi.
9
 
Dalam bermasyarakat kebanyakan manusia tidak terlepas dari 
kegiatan utang piutang, sebab diantara mereka ada yang membutuhkan dan 
yang dibutuhkan. Demikian lah keadaan manusia sebagaimana Allah 
terapkan, ada yang dilapangkan rezekinya hiangga berlimpah dan ada pula 
yang disempitkan rezekinya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan  
pokoknya kemudian mendorongnya dengan terpaksa untuk berutang 
mencari pinjaman dari orang yang dipandang mampu dan bersedia 
memberinya pinjaman  atau  dengan cara meminjam kesuatu lembaga. 
pinjaman ini baik berupa sejumlah uang atau berupa barang. 
Menurut hukum Islam ( Fiqih Muamalah), konsep utang terdiri dari 
dua, utang melalui pinjaman dan utang melalui pembiayaan. Utang 
pinjaman bermakna utang yang muncul disebabkan oleh pinjaman, baik 
pinjaman barang maupun pinjaman berupa uang.Sedangkan utang melalui 




Utang piutang adalah salah satu fitrah manusia, dimana pihak satu 
berutang kepada pihak lainnya, hampir tidak ada manusia yang tidak 
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berutang kepada orang lain, karena manusia memang telah ditakdirkan 
untuk menjalani hidup yang berliku kadang berada “di atas” dan pada 
waktu yang lain berada “di bawah”.
11
 
Kegiatan utang piutang boleh dilakukan dengan tanpa adanya 
tambahan, sedangkan dalam pelaksanaannya tergantung dalam keadaan 
ekonomi yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan sudah tepat 
melakukannya atau belum.Memberikan utang atau pinjaman baik berupa 
barang maupun uang merupakan perbuatan yang baik, karena merupakan 
salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat unsur tolong menolong sesama 
manusia sebagai makhluk sosial.
12
 
Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S: Al-Maidah ayat 2 
sebagai berikut: 
َُٕا  َٔ ََل رََعب َٔ  ۖ  ٖ َٕ انزَّْم َٔ َُٕا َعهَٗ اْنجِشِّ  َٔ رََعب َٔ  ٌِ ا َٔ اْنُعْذ َٔ ْثى  َعهَٗ اْْلِ
ارَّمُٕا ٌَّ ۖ َاهللَ  َٔ     َشِذُٚذ اْنِعمَبةِ  َاهللَ   إِ
Artinya :“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat 
berat siksanya.”
13
 (Q.S. Al-Maidah: 2) 
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Q.S. Al-Maidah (5): 3. 
 
 
Menolong seseorang karena kesulitan hendaknya di perhatikan 
bahwa member pertolongan itu tidak mencari keuntungan yang besar 
tetapi hanya sekedar mengurangi  atau menhilangkan beban atas 
kebutuhan yang sedang seseorang butuhkan, janganlah mencari 
keuntungan yang batil dalam setiap perniagaan.
14
 
Secara umum utang piutang ialah member sesuatu kepada 
seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama dengan yang 
itu (sama nilainya). Utang piutang salah satu bentuk transaksi yang bisa 
dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat baik masyarkat tradisional 
maupun modern, oleh sebab itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak 
manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain 
setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses 
awal yaitu akad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan 
pihak yang lain. Akad merupakan suatu perbuatan oleh dua orang atau 
lebih, berdasarkan keridhoan masing-masing.
15
 
Utang piutang merupakan salah satu kegiatan fikih muamalah 
maliyyah yang mana termasuk akad tabarru‟, tabarru adalah akad atau 
transaksi yang mengandung perjanjian dengan tujuan tolong menolong 
tanpa adanya syarat imbalan apa pun dari pihak lain. 
Utang Piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang 
membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu 
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dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, di mana orang yang 
diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang diutanginya 
dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah 
ditentukan. Untuk menghidari hal-hal yang tidak diinginkan dalam utang 
piutang, ada beberapa hal yang harus di perhatikan, antara lain:  
1. Tulisan nama orang yang memberikan utang dan nama orang yang 
berutang. 
2. Tulis alamat rumah orang yang berutang. 
3. Tulislah jumlah uang atau benda yang diutangkan. 
4. Tulislah hari, tanggal, bulan, tahun terjadinya utang piutang dan waktu 
pengembaliannya. 
5. Berilah tanda terima (kwitansi atau nota) kepada orang yang berutang 
sebagai ikatan perjanjian yang telah ditandai tangani oleh yang 
berutang, yang memberikan utang dan para saksi. 
16
 
Dalam utang piutang harus adanya kesepakatan waktu dalam membayar 
utang. 
Dalam pelaksanaan praktik utang tanpa ada kesepakatan waktu di 
warung sembako Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten 
Lampung Selatan dapat dikatakan belum sesuai hukum islam dikarnakan 
ada salah satu syarat yang belum di penuhi yaitu tidak ada kesepakatan 
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waktu pembayaran Utang. Sedangkan syarat-syarat yang lain sudah 
terpenuhi diantaranya: orang yang memberi utang adalah penjual di 
warung uni amna dan pembeli adalah masyarakat di desa Sidodadi 
kecamatan Sidomulyo kabupaten Lampung Selatan. 
Salah satu praktik utang piutang sebagaimana yang terjadi di 
warung sembako di desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten 
Lampung Selatan, mereka melakukan tansaksi utang piutang bukan dalam 
sejumlah uang melainkan barang seperti sembako, rokok dan lain-lain 
yang mana disini kapan pembayaran utangnya tidak ada kesepakatan. 
Bahkan praktik utang piutangnya ada yang hanya mengangkat 
barang oyang ingin di utangkan tanpa ada kesepkatan waktu untuk bayar 
utang, yang mana penjual menulis utang tersebut kedalam buku utang, 
disini dari keduabelah pihak yaitu penjual dan pembeli tidak ada 
kesepakatan kapan utang itu untuk dibayar, karna pembeli yang berutang 
seperti ini sudah sering berutang khususnya di warung sembako Desa 
Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. 
Berdasarkan keterangan diatas, maka perlu untuk diadakan 
penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan 
utang piutang tanpa ada kejelasan waktu pembayarannya. Penelitian ini 
berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAYARAN 
UTANG PIUTANG TANPA BATAS WAKTU (Studi Kasus Warung 
 
 
Sembako Di Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung 
Selatan) 
D. Fokus Penelitian 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas 
bahwasanya utang piutang disini tidak ada kesepakatan batas waktu 
pembayarannya akan tetapi hanya ditulis dalam buku utang toko sembako 
yang diutangkan. Fokus penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam 
Tentang Utang Piutang Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Warung 
Sembako Di Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung 
Selatan), Fokus penelitian tersebut dijabarkan menjadi sub focus sebagai 
berikut: 
1. Yang menjadi objek penelitian ini adalah yang melakukan akad utang 
piutang tanpa batas waktu di Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo 
Kabupaten Lampung Selatan. 
2. Batasan penelitian ini adalah  praktik akad utang piutang tanpa batas 
waktu di Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung 
Selatan. 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas, maka Rumusan masalah yang dapat 
diangkat dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana praktik utang tanpa batas waktu di warung sembako Desa 
Sidodadi Kecamatan Sidomulyo? 
 
 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembayaran utang tanpa 
batas waktu di warung sembako Desa Sidodadi Kecamatan 
Sidomulyo? 
F. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui praktik utang tanpa batas waktu di warung 
sembako di desa Sidodadi kecamatan Sidomulyo kabupaten Lampung 
Selatan. 
2. Untuk mengetahi tinjauan hukum Islam tentang utang tanpa batas 
waktu di warung sembako desa Sidodadi kecamatan Sidomulyo 
kabupaten Lampung Selatan. 
G. Signifikansi Atau Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoritis, bagi masyarkat penelitian ini diharapkan mampu 
memberikan pemahaman megenai pembayaran utang tanpa batas 
waktu menurut hukum Islam dan diharapkan dapat memperkaya 
khazanah pemikiran keIslaman pada umumnya civitasjakademik 
Fakultas Syari‟ah jurusan Mu‟amalah pada khususjnya. Sealin itu 
diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga 
proses pengkajianakan terus berlangsug dan akan memperoleh hasil 
yang maksimal. 
2. Secara Praktis, dapat melatih diri dalam melakukan penelitian dan 
mendapatkan pengalaman denga memperluas wawasan pengetahuan 
yang berhubungan dengan pembayaran utang tanpa batas waktu dan 
juga penelitian ini  dimaksudkan sebagai suatu syarat memenushi 
 
 
tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari‟ah dan 
Hukum UIN Raden Intan Lampung. 
H. Metode Penelitian 
Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu 
yang mempunyai langkah-langkah sistematis.
17
 Sedangkan penelitian 
adalah suatu upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk 




1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field 
research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan 
data dari lokasi atau lapangan yakni Desa Sidodadi Kecamatan 
Sidomulyo yang pada hakikatnya merupakan metode untuk 
menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di 
masyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah 
actual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan di dalam 
bentuk gejala atau social.
19
 Dalam hal ini akan langsung mengamati 
pihak-pihak yang member utang dan yang meminjam utang. 
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Selain penelitian lapangan (field research), penelitian ini juga 
menggunakan penelitian kepustakaan (library research) sebagai 
pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan 
berbagai literature yang ada di perpustakaan yang relevan dengan 
masalah yang diangkat untuk diteliti. 
2. Sifat Penelitian  
Penelitian ini bersifat deskriptif, data yang diperoleh akan 
dideskripsikan dan dianalisis secara bertahap. Dalam penelitian ini 
akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik dari utang yang 
dibayar tanpa batas waktu ditinjau dari hukum Islam. 
3. Sumber Data 
Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan hukum 
Islam yang terkait dengan pelaksanaan pembayaran utang tanpa batas 
waktu. Serta factor-faktor yang melatar belakangi hal tersebut oleh 
karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini: 
a) Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
responden atau objek yang diteliti.
20
Dalam hal ini data primer yang 
diperoleh peneliti bersumeber dari pelaku pemberi utang dan 
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peminjam utang, yaitu berada di desa Sidodadi Sidomulyo 
Lampung Selatan. 
b) Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui pihak lain, 
tidak langsung diperoleh  oleh peneliti dari subjek penelitiannya.
21
 
Peneliti menggunakan data ini sebagai pendukung yang 
berhubungan dengan pelaksanaan pembayaran utang tanpa batas 
waktu di desa Sidodadi kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan. 
4. Populasi dan Sampel Penelitian 
a) Populasi 
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian mungkin 
beberapa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah 
laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.
22
 Adapun 
yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah yang 
menggunakann akad ini ada 18 toko sembako dan pembeli yang 
melakukan akad ini ada 25 orang serta  3 orang tokoh agama di 
Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung 
Selatan, jadi keseluruhan populasi berjumlah 46 orang. Mengingat 
jumlah populasinya cukup besar maka tidak dapat diwawancara 
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seluruhnya, jadi penentuannya penulis berpedoman pada pendapat 
Suharsimi Arikunto yang mengemukakan bahwa jika populasinya 




Menurut Suharsimi Arikunto sampel adalah sebagian atau 
wakil populasi yang diteliti. Suharsimi mengatakan bahwa apabila 
subjek kurang dari 100 maka lebih baik diambil keseluruhan 
sehingga penelitian menggukan penelitian populasi.
24
 Hal ini 
metode yang penulis gunakan yaitu metode Purposive Sampling 
(sampel bertujuan) yaitu sampel yang dilakukan dengan cara 
mengambil subjek bukan strata, random atau daerah akan tetapi 
didasarkan atas tujuan tertenntu. Maksudnya bahwa menentukan 
sampel tidak semua toko sembako di Desa Sidodadi Kecamatan 
Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan yang akan diteliti 
melainkan hanya beberapa toko sembako dan beberapa orang yang 
melakukan akad utang piutang di toko sembako saja, yang di 
pandang representatif. Berdasarkan penjelasan diatas, yang menjadi 
sampel dalam penelitian ini ada 15 orang yaitu:  
1) Pemilik toko sembako sebagai pemberi utang sebanyak 6 orang. 
2) Yang berutang ada 6 orang. 
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3) Dan 3 orang tokoh agama. 
5. Metode Pengumpulan Data 
a) Wawancara (Interview) 
Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang 
bersumber dari responden penelitian dilapangan (lokasi).
25
 Dengan 
cara peneliti melakukan Tanya Jawab dengan pemberi dan 
peminjam utang yang dikerjakan dengan sistematik berdasarkan 
pada masalah yang dibahas atau diteliti. Pada praktiknya penulis 
menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung 
kepada pemberi dan peminjam utang. 
b) Dokumentasi 
Koentjaraningrat dalam bukunya menyatakan, bahwa “Metode 
Dokumentasi” adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan 
cara berdasarkan catatan dan mencari data yang mengenai hal-hal 
berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, poto, 
dokumentasi rapat, dan agenda.
26
 Metode ini digunakan untuk 
memperoleh data mengenai tinjauan hukum Islam tentang 
pandangan tokoh agama terhadap transaksi utang piutang tanpa 
batas waktu yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidodadi 
Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. 
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6. Metode Pengelolaan Data 
a) Pemeriksaan Data (Editing) 
Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau 
pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan 




Tujuannya yaitu menghilangkan kesalahan-kesalahan yang 
terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi sehingga 
kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki. 
b) Sistematis Data (Sistemstizing) 
Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika 
bahasan berdasarkan urutan masalah
28
Dengan cara melakukan 
pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda 
menurut kategori-kategori dan urutan masalah. 
7. Analisis Data 
Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara 
sistematis  catatan hasil observasi wawancara dan lainnya untuk 
meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan 
menyajikannya sebagai tujuan bagi orang lain.
29
 Penelitian ini bersifat 
kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini 
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dilakukan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena tentang 
praktek utang piutang tanpa batas waktu diwarung sembako di Desa 
Sidodadi Kecamatan Sidomulyo. Dalam mendiskripsikan tersebut 
digunakan alur berfikir komperatif yaitu diawali dengan uraian 
tentang praktek utang-piutang tanpa batas waktu yang kemudian 






A. Kajian Teori 
 
1. Akad Dalam Islam 
 
a. Pengertian Akad 
Secara etimologis, akad mempunyai arti menyimpulkan, 
mengikatkan (Tali).
30
 Akad berarti ikatan antara dua perkara, baik 
ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi 
maupun dari dua segi.
31
 
Istilah akad dalam hukum Indonesia adalah perjanjian yang 
terdapat beberapa definisi dari akad itu sendiri:  
1) Menurut Pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan 
pertemuan yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul 
dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum padan objek 
akad.  
2) Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. akad adalah pertemuan 
ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih 
untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.
32
 
Secara terminologis, akad terbagi pada pengertian umum dan 
khusus.
33
 Akad dalam pengertian umum menurut fuqaha 
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Malaikiyah, Syafi‟iyah dan Hanabilah adalah segala yang 
diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari 
keinginan satu pihak seperti wakaf, pembebasan, atau bersumber 
dari dua pihak, seperti jual beli, ijarah, wakalah, dan 
rahn.
34
 Sedangkan pengertian akad dalam makna khusus adalah 
ikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang di syariatkan yang 
memberikan pengaruh terhadap objeknya.35 
Jika terjadi ijab dan kabul dan terpenuhi semua syarat yang 
ada, maka syara‟ akan menganggap ada ikatan diantara keduanya 
dan akan terlihat hasilnya pada barang yang diakadkan dari kondisi 
pertama kepada kondisi baru. Dibatasinya makna ikatan harus 
dalam bentuk yang diperbolehkan oleh syariat.
36
 
Dengan demikian, akad merupakan ikatan antara ijab kabul 
yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan muncul akibat 
hukum terhadap objek yang diakadkan.
37
 Oleh karena itu, dalam 
Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat 
dikateegorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak 
didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.
38
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 Abdul Aziz Muhammad Azam, Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam, 
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b. Dasar Hukum Akad 
Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Ma‟idah (5): 1 
berikut ini : 
َب َٰٓأَُّٚٓ  َٚ  ٍَ فُٕاْ ثِ  ٱنَِّزٚ ۡٔ ْا أَ َٰٕٓ خُ  ٱۡنُعمُِٕد  َءاَيُُ ًَ ِٛٓ ىِ أُِحهَّۡذ نَُكى ثَ َع  َۡ إَِلَّ  ٱۡۡلَ
َش ُيِحهِّٙ  ۡٛ ُكۡى َغ ۡٛ ٗ  َعهَ ذِ َيب ُٚۡزهَ ۡٛ ٌَّ  ٱنصَّ أََزُۡى ُحُشٌوٌۗ إِ َٚۡحُكُى َيب  َاهللَ  َٔ
   ٔ ُِٚشٚذُ 
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 
dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak 
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan 





Firman Allah dalam Q.S. Al-Isra (17): 34 berikut ini: 
ََل  ٗ  َٚۡجهَُغ أَُشذَُِّ  ٱنَّزِٙإَِلَّ ثِ  ٱۡنَٛزِٛىِ رَۡمَشثُٕاْ َيبَل  َٔ ٍُ َحزَّ َٙ أَۡحَس  ۥ ِْ
فُْٕا ثِ  ۡٔ أَ ذِۖ َٔ ۡٓ ٌَّ  ٱۡنَع ذَ إِ ۡٓ ٌَ َيسۡ  ٱۡنَع َكب
   َٖٕٗلّٗ ُ
 
Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, 
kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) 
sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya 
janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya”.
40
 
c. Rukun dan Syarat Akad 
1) Rukun Akad 
Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu 
yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas 
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dua kehendak, atau sesuatu yang bisa disamakan dengan hal itu 
dari tindakan, isyarat atau korespondensi.
41
 
Menurut pendapat mayoritas (jumhur) ulama, rukun akad 
dijelaskan secara terperinci, yakni terdiri atas 4 yaitu: 
a) Pihak yang berakad („Aqidain) 
b) Objek akad (Ma‟qud „alaih) 
c) Tujuan akad (Maudu al-ʻaqd) 




Dalam Sigat‟aqd terdapat beberapa syarat yang harus 
dipenuhi. Ulama fiqih menuliskannya sebagai berikut: 
1) Adanya kejelasan maksud dari kedua pihak. 
Dalam arti ijab qabul yang dilakukan harus bisa 
mengekspresikan tujuan dan maksud keduanya dalam 
berinteraksi. Penjual mampu memahami apa yang 
diinginkan oleh pembeli, dan begitu juga sebalik nya. 
2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. 
Terdapat kesesuaian ijab dan qabul dalam hal objek 
transaksi ataupun harga. Artinya, terdapat kesamaan 
diantara keduanya tentang kesepakatan, maksud dan  
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objek transaksi. Jika tidak terdapat kesesuaian, maka akad 
dinyatakan batal. 
3) Adanya pertemuan antara ijab dan qabul (berurutan dan 
nyambung) 
Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis dalam artian di 
sini tidak berarti harus bertemu secara fisik dalam satu 
tempat. Yang terpenting adalah kedua pihak mampu 
mendengarkan maksud masing-masing, apakah akan 
menetapkan kesepakatan atau menolaknya. 
4) Satu majelis akad bisa diartikan sebagai suatu kondisi 
yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat pihak 
untuk membuat kesepakatan, atau pertemuan 
pembincangan dalam satu objek transaksi. Dalam hal ini 
disyaratkan adanya kesepakatan antara kedua pihak, tidak 




Ijab qabu akan dinyatakan batal, jika : 
1) Penjual menaarik kembali ungkaapaannya  sebelum  
terdapat qabul dari  pembeli. 
2) Adanya  penolakan ijab oleh pembeli. Dalam artian, 
apa yang diungkapkan penjual  tiidak disetujui/ditolak 
oleh pembeli. 
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3) Berakhirnya majelis akad. Jika kedua pihak belum 
mendapatkan kesepakatan, namun keduanya terpisah 
dari majelis akad, maka ijab qabul dinyatakan batal 
4) Kedua pihak atau sah satu, hilang  ahliyahh-nya 
(sayarat kecakapan dalam bertransaksi) sebelum 
terjadi kesepakatan. 




2) Syarat Akad 
Para fuqaha menyatakan syarat-syarat akad itu terbagi pada 
empat macam, yaitu: 
a) Syarat terjadinya akad (inʻiqad)  
Syarat inʻiqad adalah syarat terwujudnya akad yang 
menjadikan akad itu sah atau batal menurut syarak. 
Apabila syaratnya terpenuhi maka akad itu sah, jika tidak 
maka akad itu akan menjadi batal. Syarat ini ada dua 
macam, yaitu:  
(1)  Syarat umum, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam 
setiap akad, meliputi sigat, ʻaqid, dan maʻqud‟alaih.  
(2) Syarat khusus, yaitu syarat yang dipenuhi pada 
sebagian akad, misalnya syarat yang harus dipenuhi 
pada murabahah dan salam. 
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b) Syarat sah akad  
Syarat sah, yaitu syarat yang ditetapkan oleh syara untuk 
timbulnya akibat hukum dari akad. Apabila syarat tersebut 
tidak ada, maka akad menjadi fasid (rusak). Akan tetapi, 
tetap sah dan terwujud. Misalnya, dalam syarat jual beli 
disyaratkan terbebas dari ‟aib (cacat) barang. 
c) Syarat kelangsungan akad (nafaz) Untuk kelangsungan 
akad diperlukan dua syarat, yaitu: 
(1) Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Orang yang 
melakukan akad adalah pemilik barang atau 
mempunyai kekuasaan untuk melakukan akad. 
Apabila tidak ada kepemilikan atau kekuasaan, maka 
akad tidak bisa dilangsungkan, ia menjadi mauquf 
(ditangguhkan). 
(2) Pada objek akad tidak ada hak orang lain. Apabila ada 
hak orang lain di dalam objek akad, maka akadnya 
mauqu, dan tidak nafiz. 
d) Syarat luzum  
Pada dasaranya setiap akad bersifat mengikat (lazim), 
seperti akad jual beli dan ijarah. Untuk lazimnya suatu 
akad disyaratkan tidak ada hak khiyar bagi salah satu 
pihak yang berakad. Apabila di dalam akad ada hak 
 
 
khiyar, maka akad tersebut menjadi tidak mengikat (lazim) 
bagi orang yang memiliki hak khiyat tersebut.
45
 
d. Macam-macam Akad 
Para ulama fiqh mengemuukakan bahwa akad terbagi pada 
beberapa macam dari sudut pandang yang berbeda, yaitu: 
1) Dipandang dari sifat akad secara syariat, terbagi menjadi empat 
yaitu: 
a) Akad Sahih, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan 
syaratsyaratnya. Hukum dari akad sahih ini adalah 
berlakunya seluruh akibat hukumyang ditimbulkan akad 
itudan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad yang 
sahih ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah 
menjadi dua macam, yaitu: 
(1) Akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu 
akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan 
syaratnya dan tidak ada penghalang untuk 
melaksanakannya.  
(2) Akad mawquf, yaitu akad dilakukan seseorang yang cakap 
bertindak hukum, tetapi ia tidak memmiliki kekuasaan 
untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti 
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b) „Aqd gairu sahih, yaitu sesuatu yang rusak pada salah satu 
unsur dasar (rukun dan syarat), seperti jual beli bangkai. 
Jumhur Ulama bependapat akad yang dilakukan jika tidak 
terpenuhi rukun dan syarat atau kurang salah satu rukunnya 
maka akad itu tidak memberi pengaruh apa pun dan 
tidakmengikat terhadap para pihak. Sementara itu, ulama 
Hanafiyah membagi akad gairu sahih kepada akad batil dan 
fasid (rusak).  
(1) „Aqd batil Akad yang kurang rukun dan syaratnya atau 
akad yang tidak dibolehkan agama menurut asalnya, 
seperti orang tidak cakap hukum atau gila, benda yang 
diperjualbelikan merupakan mal gairu mutaqawwim 
seperti khamar. 
 (2) „Aqd fasid Akad yang pada dasarnya dibolehkan syariat. 
Namun, ada unsur-unsur yang tidak jelas yang 
menyebabkan akad itu menjadi terlarang. Misalnya, 
melakukan jual beli sebuah rumah yang tidak dijelaskan 
mana rumah yang dimaksud. Akad batil dilarang karena 
secara asasi akad itu terlarang, sedangkan akad fasid 
terlarang karena ada sifat yang tidak menyatu pada akad. 
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Jika ada sifat yang menyatu dengan akad maka 




c) „Aqd Munjiz, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada 
waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan 
pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan 




d) „Aqd Muʻallaq, yaitu akad yang di dalam pelaksanaannya 
terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, 
misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang 
diakadkan setelah adanya pembayaran.
49
 
2) Berdasarkan dari bernama atau tidaknya suatu akad terbagi 
menjadi beberapa yaitu : 
i. Akad Musamma Yaitu akad yang ditetapkan nama-namanya 
oleh syara‟ dan dijelaskan pula hukum-hukum, seperti: bai‟, 
ijarah, syirkah, hibah, kafalah, wakalah, dan lain sebagainya.  
ii. Akad Ghairu Musamma Yaitu akad yang tidak ditetapkan 
nama-namanya oleh syara‟ dan tidak pula dijelaskan hukum-
hukumnya, akad muncul karena kebutuhan manusia dan 




 Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor 









3) Dipandang dari berhubungannya pengaruh akad terbagi 
menjadi: 
1. Akad yang bersumber dari ṣigat yang tidak dihubungkan 
dengan syarat dan masa yang akan datang. Akad ini 
mempunyai implikasi hukum selama terpenuhi rukun dan 
syaratnya, seperti perkataan: “saya jual tanah ini kepada 
engkau seharga sekian” yang langsung diterima oleh pihak 
lain. 
2. Akad yang disandarkan pada masa yang akan datang, yaitu 
akad yang bersumber pada sigat yang ijabnya disandarkan 
pada masa yang akan datang. Akad ini mempunyai implikasi 
hukum bila batasan waktu tiba, seperti: “Saya akan menyewa 
rumah ini kepada kamu selama setahun pada awal bulan 
depan”.  
3. Akad yang dihubungkan dengan syarat, yaitu akad yang 
dihubungkan dengan urusan lain dengan satu syarat, misalnya 
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4) Dipandang dari unsur tempo dalam akad, terbagi menjadi 
beberapa yaitu: 
a) Akad bertempo Yaitu akad yang didalamnya unsur waktu 
merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan 
bagian dari isi perjanjian. Termasuk dalam kategori ini, 
seperti akad upah, sewa-menyewa, akad penitipan dan akan 
pinjam meminjam. Yang kesemuanya memerlukan 
perjanjian atas lamanya suatu pinjaman atau titipan atau 
sewa. 
b) Akad tidak bertempo Yaitu akad dimana unsur waktu tidak 
merupakan bagian dari suatu perjanjian. Seperti jual beli 




5) Dipandang dari motifnya, terbagi menjadi beberapa yaitu: 
a) ʻAqd Tijarah Yaitu segala macam perjanjian yang 
menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini dilakukan 
dengan tujuan mencari keuntungan, karena ini bersifat 
komersil. Seperti jual beli, upah mengupah dan lain 
sebagainya. 
b) ʻAqd Tabarru‟ Yaitu segala macam perjanjian yang 
menyangkut non for profit transaction (transaksi niralaba). 
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Akad tabarru‟ dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam 
rangka kebaikan. Dalam ʻaqd tabarru‟ pihak yang berbuat 
kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan 
apapun kepada pihak lainnya. Imbalan akad tabarru‟ adalah 
dari sisi Allah SWT bukan dari manusia. Seperti qirad, 
wadiʻah, rahn, kafalah, dan lain sebagainya.
53
 
e. Berakhirnya Akad 
Menurut hukum Islam, akad berakhir karenao sebab-sebab 
terpenuhinya tujuan akad (tahkiq gharadh al-„aqd), pemutusan 
akad (fasakh), kematian, dan tiadak memperoleh izin dari pihak 
yang memiliki kewenangan dalam akad mauqud. Berikut 
penjelasan dari masing-masing dimaksud: 
1) Terpenuhnya tujuan akad 
Suatu akad di pandang berakhir apabila telah tercapai 
tujuannya. Dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir 
apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan 
harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad salam dan 
istishna akan berakhir jika pembayaran sudah lunas dan 
barangnya keterima. 
2) Terjadi pembatalan akad (fasakh) 
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a) Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara‟ seperti 
terdapat kerusakan dalam akad (fasad al-„aqdi). Apabila 
terjadi akad fasid, seperti baiʻ majhul (jual beli yang 
objeknya tidak jelas), atau jual beli untuk waktu tertentu, 
maka jual beli itu wajib di fasakhkan oleh kedua belah 
pihak atau oleh hakim, kecuali bila terdapat penghalang 
untuk menfasakhkan, seperti barang yang dibeli telah dijual 
atau dihibahkan. Misalnya, jual beli barang yang tidak 
memenuhi kejelasan (jahala) dan tertentu waktunya 
(mu‟aqqt). 
b) Fasakh dengan sebab khiyar, Terhadap orang yang punya 
hak khiyar oleh menfasakhkan akad. Akan tetapi, pada 
khiyar ʻaib kalau sudah serah terima menurut Hanafiyah 
tidak boleh menfasakhkan akad, melainkana atas kerelaan 
atau berdasarkan keputusan hakim. 
c) Adanya penyesalan dari salah satu pihak (iqalah). Salah 
satu pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas 
akad yang baru saja dilakukan. Hal ini didasarkan pada 
hadis Nabi riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah yang 
mengajarkan bahwa barang siapa mengabulkan permintaan 
pembatalan orang yang menyesal akad jual beli yang 
dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada 
hari kiamat kelak. 
 
 
وَ  انمَِٛبَيخِ  ْٕ َْٛعزَُّ، أَلَبلَ  لّلُ  َعْثَشرَُّ  َٚ َبِديب   ثَ ٍْ  أَلَبلَ    َي
Artinya, “Barangsiapa yang membatalkan (transaksi jual 
belinya) dengan orang yang menyesal (dalam 
transaksinya), Niscaya Allah akan 
menghilangkan kemalangannya di hari kiamat 
kelak.” (HR. Al-Baihaqi, No: 11129) 
d) Adanya kewajiban dalam akad yang tidak dipenuhi oleh 
pihak-pihak yang berakad (li‟adami tanfidz) 
e) Berakhirnya waktu akad karena habis waktunya, seperti 
dalam akad sewa-menyewa yang berjangka waktu tertentu 
dan tidak dapat diperpanjuang. 
3) Salah satu Pihak yang berakad meninggal dunia 
Kematian adalah salah satu pihak yang mengadakan akad 
mengakibatkan berakhirnya akad. Hal ini terutama yang 
menyangkut hak-hak perorangan dan bukan hak kebendaan. 
Kematian salah satu pihak menyangkut hak perorangan 
mengakibatkan berakhirnya akad perwalian, perwakilan dan 
sebagainya. 
4) Tidak ada izin dari yang berhak 
Dalam hal akad maukuf (akad yang keabsahannya 
bergantung pada pihak lain), seperti akad bai‟ fudhuli dan akad 
anak yang belum dewasa, akad berakhir apabila tidak mendapat 
persetujuan dari yang berhak.
54
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2. Utang Piutang Dalam Islam  
a. Pengertian Utang Piutang 
Utang atau Qardh dalam istilah Arab disebut dengan al-dain 
Jamaknya al-duyun dan al-qardh. Pengertian umum utang piutang 




Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
yaitu uang yang dipinjam dari orang lain.
56
 Sedangkan piutang 




Pengertian utang piutang ini sama pengertiannya dengan 
perjanjian pinjaom-meminjam yang dijumpai dalam ketentuan 
Kitab Undang-Undang Hukum perdata, yang mana dalam pasal 
1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: “Pinjam-
meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-
barang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak 
yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari 
macam dan keadaan yang sama pula.
58
 
Dalam hukum Islam masalah hutang piutang ini dikenal 
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dengan istilah Al-Qard, yang menurut bahasa berarti 
طاَْ لَقرْ  (potongan), dikatakan demikian karena Al-Qard merupakan 
potongan dari harta muqridh (orang yang membayar) yang 
dibayarkan kepada muqtaridh (yang diajak akad Qardh).
59
  
Adapun arti Qardh atau utang dalam istilah adalah 
memberikan harta kepada orang yang bisa 
memanfaatkannya,kemudian orang itu mengembalikannya, dan 
orang itu mengembalikan gantinya. Qardh merupakan bentuk 
tolong menolong dan kasih sayang. Nabi menyebutnya sebagai 
Anugerah sebab peminjamannya mendapatkan manfaat kemudian 
mengembalikannya kepada yang meminjamkannya.
60
 Dalam fiqih 
terdapat beberapa pendapat dari ahli fiqih dan mazhab fiqih. 
Menurut Azhar Basyir, utang piutang adalah memberikan 
harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi 
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Wahbah Zuhayliy mengatakan piutang adalah penyerahan 
suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan 
atau tambahan dalam pengembaliannya.
62
 
Dimyauddin Djuwaini menyebutkan bahwa qardh merupakan 
akad khusus pemberian harta kepada orang lain dengan adanya 
kewajiban pengembalian semisalnya. Qardh adalah penyediaan 
dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang 
memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi 
utangnya setelah jangka waktu tertentu.
63
 
Menurut Imam Syafi‟I Al-Qardh adalah pinjaman yang 
berarti baik yang memberikan bersumberkan kepada Al-Qur‟an 
bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada 




Menurut Imam Malik mengatakan bahwa Al-Qardh 
merupakan pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan 
hanya karena belas kasih dan merupakan bantuan (ariyah) atau 
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Menurut Mazhab Hanafi, Qardh adalah harta yang diberikan 
kepada orang lain dengan syarat mengembalikannya dan harta itu 
dalam bentuk mitsli. Pengertian Mitsli adalah barang yang tida 
berbeda dalam beberapa jenisnya yang bisa menjadikan harganya 
berbeda. Misalnya barang yang ditakar, dihitung, dan ditimbang. 
Adapun barang yang berbentuk selain mitsli seperti hewan, kayu, 
kebu, tidak sah untuk dihutangkan.
66
 
Dengan kata lain, Qardh adalah pemberian harta kepada 
orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam 
istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam 
literatut fiqih klasik, Al-Qardh dikategorikan dalam aqard 
tathawwu‟i atau aqad saling membantu dan bukan transaksi 
komersial.
67
 Qardh dalam pengertian umum mirip dengan jual beli 
karena qardh merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan 
imbalan harta qardh juga merupakan salah satu jenis salaf (salam) 
beberapa ulama seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan 
bahwa qardh atau utang piutang adalah jual beli itu sendiri.
68
 
                                                             
65
 Ibid, h. 9 
66  Asmaji Muchtar, Dialog Lintas Mazhab Fiqih Ibadah dan Muamalah, (Jakarta: 
Amzah, 2015). H. 500 
67M.Syafi‟i Antonio, Bank Syari‟ah Dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insan 
Press, 2001) h. 131  
68
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 272. 
 
 
Utang piutang tanpa adanya imbalan atau lebihnya 
pengembalian yang diutangkan, Dengan itu bisa dikatakan 
seseorang memiliki niat ikhlas untuk menolong orang lain dengan 
cara meminjamkan hutang tanpa mengharapkan imbalan disebut 
sebagai Al-Qardul Hasan. 
Al-Qardul Hasan adalah suatu perjanjian antara bank sebagai 
pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai penerima baik berupa 
uang maupun barang tanpa persyaratan adanya tambahan biaya 
apapun. Peminjam atau nasabah berkewajiban mengembalikan 
uang atau barang yang dipinjam pada waktu yang telah disepakati 
bersama dengan pokok pinjaman.
69
 
Karnaen Purwaatmadja mengatakan bahwa Al-Qardul Hasan 
adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban 
semata di mana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan 
apapun kecuali modal pinjaman.
70
 
Menurut Umar, Al-Qardul Hasan adalah perjanjian pinjaman 
baru kepada pihak kedua dan pinjaman tersebut dikembalikan 
dengan jumlah yang sama yakni sebesar yang dipinjam. 
Pengembalian ditentukan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai 
dengan kesepakatan bersama dalam pembayaran dilakukan secara 
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angsuran maupun tunai. Ia menambahkan bahwa Al-Qardul Hasan 
merupakan pinjaman yang harus dikembalikan pada akhir suatu 
waktu yang telah disepakati tanpa keharusan membayar bunga 
ataupun pembagian untung rugi dalam bisnis.
71
 
Sedangkan menurut Toto Abdul Fatah, Al-Qardul Hasan 
adalah suatu pinjaman yang diberikan seseorang kepada orang lain 
tanpa dituntut untuk mengembalikan apaapa bagi peminjam, 
kecuali pengembalian modal pinjaman tersebut.
72
 Dari beberapa 
pendapat tersebut, bisa diambil suatu kesimpulan bahwa Al-Qardul 
Hasan adalah suatu pinjaman dari pemilik modal baik individu 
maupun kelompok yang pengembalian pinjaman tidak disertai 
dengan bunga. 
Berdasarkan beberapa uraian diatas, bawah definisi-definisi 
tersebut memiliki makna yang sama walupun secara redaksional 
berbeda. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Qardh 
adalah pinjaman atau utang yang diberikan kepada seseorang 
kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah 
meminjamkan hartanya, tapi dengan syarat sipeminjam akan 
mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah 
ditentukan berdasarkan perjanjian dengan jumlah yang sama ketika 
pinjaman itu diberikan. 
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Firman Allah SWT : 
ِعفَُّ  َاهللَ  ُٚۡمِشضُ  ٱنَِّزَ٘را  يٍَّ ب فََُٛض  ُّٗ ب َحَس نَُّ  ۥنَُّ  ۥلَۡشض   أَۡجٞش  ٰٓۥََٔ
   َٔٔكِشٚٞى 
Artinya : Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman 
yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) 
pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala 
yang banyak. (Q.S. Al-Hadid (57) : 11)
73
 
Kata lain dari Al-Qard adalah „ariyas, yaitu meminjam 
kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak 
mengurangi atau merusak yang dipinjam, agar dapat dikembalikan 
zat benda itu kepada pemiliknya.
74
 
Adapun letak perbedaan antara Al-Qard dan „ariyas adalah 
kalau Qard mengutangkan barang yang statusnya menjadi hak 
milik orang yang berhutang dan harus dikembalikan dengan uang 
atau barang yang serupa, seperti meminjam uang atau barang harus 
dikembalikan dengan uang atau barang dengan jumlah yang sama. 
Sedangkan „ariyas hanyalah pemberian manfaat barang saja, 
seperti meminjam sepeda atau mobil untuk dikendarai tetapi sepeda 
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Perihal hutang-piutang diperbolehkan dalam Islam (dengan 
syarat seperti yang sudah disebutkan di atas) , Hutang merupakan 
sesuatu yang sensitip dalam kehidupan Manusia. Terkadang kita 
(harus) berurusan dengan Hutang-Piutang dalam keadaan yang 
benar-benar sangat terdesak / darurat atau kurang terdesak. Hutang-
Piutang ini dapat berakibat buruk bagi orang yang membiasakan 
melakukannya, diantara akibat buruk itu adalah sebagai berikut : 
1) Dapat menggoncangkan pikiran, sebab dengan utang pikiran 
tidak tenang, seolah-olah selalu dikejar-kejar orang. 
2) Dapat mengganggu nama baik keluarga, sebab parapenagih 
utang biasa datang setiap saat, sehingga bisa membuat orang 
yang berhutang menjadi malu. 
3) Utang yang sudah lama belum terbayar, akan membuat sakit hati 
(emosi) bagi orang yang memberkan utang, sehingga hubungan 
yang selama ini baik menjadi renggang bahkan bisa menjadi 
putus. 
4) Jika utang seseorang sudah ,menumpuk (banyak) dan belum bisa 
dibayar, maka dapat menghambat usaha bagi orang yang 
memberikan utang. 
5) Jika utang seseorang sudah terlanjur banyak, dan tidak bisa 
membayar utangnya, maka dapat menyebabkan orang yang 
berhutang berbuat nekat untuk melakukan perbuatan jahat, 
 
 
seperti mencuri, merampok, merampas, dan lain sebagainya 
demi untuk membayar utangnya tersebut.
76
 
b. Dasar Hukum Utang Piutang 
Utang-piutang pada dasarnya hukumnya sunnat, tetapi bisa 
berubah menjadi wajib apabila orang yang berutang sangat 
membutuhkannya,. sehingga utang piutang sering diidentikan 
dengan tolong menolong.
77
 Hal ini hukum Islam dapat didasarkan 
pada perintah at.aupun  anjuran agama agar manusia hidup saling 
tolong menolong dan juga kerja sama dalam hal kebaikan, 
sebagaimana firman Allah SWT :  
َب َٰٓأَُّٚٓ  َٚ  ٍَ ئَِش  ٱنَِّزٚ
َٰٓ ََل  َاهللَ َءاَيُُٕاْ ََل رُِحهُّٕاْ َشَع  شَ َٔ ۡٓ ََل  ٱۡنَحَشاوَ  ٱنشَّ َٔ
 َ٘ ََل  ٱۡنَٓۡذ ئِذَ َٔ
َٰٓ ٍَ  ٱۡنمَهَ  ٛ ََلَٰٓ َءآَٰيِّ ذَ َٔ ۡٛ ٍ  ٱۡنَحَشاوَ  ٱۡنجَ ٌَ فَۡضٗلّٗ يِّ َٚۡجزَُغٕ
إَِرا َحهَۡهزُۡى فَ  َٔ ب   َّٗ  َٕ ِسۡض َٔ ِٓۡى  ثِّ  سَّ
 
ٌُ ََٚۡجِشَيَُُّكۡى َشَُ  ََل َٔ  ٱۡصطَبُدْٔا ب
 ٍِ ُٔكۡى َع ٍو أٌَ َصذُّ ٕۡ ۡسِجذِ لَ ًَ َُْٕا  ٱۡنَحَشاوِ  ٱۡن َٔ رََعب َٔ  
ْۘ
أٌَ رَۡعزَُذْٔا
ٖ ۖ َٔ  ٱۡنجِشِّ َعهَٗ  َٕ َُٕاْ َعهَٗ  ٱنزَّۡم َٔ ََل رََعب ۡثىِ ٱَٔ ٌِ  َٔ  ْۡلِ  َٔ  َاهللَ  ٱرَّمُٕاْ َٔ  ٱۡنُعۡذ
 ۖۚ  ٌَّ    ٕ ٱۡنِعمَبةِ َشِذُٚذ  َاهللَ إِ
 
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
melanggar syi´ar-syi´ar Allah, dan jangan melanggar 
kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) 
binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang 
qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang 
yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari 
kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu 
telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah 
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berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) 
kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-
halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu 
berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 
kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-




Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur yang tinggi, 
yaitu perintah tolong menolong dalam kebaikan. Pada dasarnya 
pemberian utang kepada seseorang haruslah dengan niat yang tulus 
untuk beribadah kepada Allah Swt. Sebagaimana dalam al-Qur‟an 
surat Al-Hadid ayat 11 : 
ِعفَُّ  َاهللَ ُٚۡمِشضُ  ٱنَِّزَ٘را  يٍَّ ب فََُٛض  ُّٗ ب َحَس نَُّ  ۥنَُّ  ۥلَۡشض  أَۡجٞش َكِشٚٞى  ٰٓۥََٔ
ٔٔ   
 
Artinya : Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman 
yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) 
pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala 
yang banyak.(Q.S. Al-Hadid: 11)
79
 
Ulama menyebut akad peminjaman itu sebagai akad irfaq, yang berarti 
pemberian manfaat atau belas kasih. Oleh karenanya, memberikan 
pinjaman itu dianjurkan dalam Islam. Dari Ibnu Mas‟ud z, 
bahwasanya Nabi n bersabda: 
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ح   ٌَ  َكَصَذلَزَِٓب َيشَّ ٌَ  إَِلَّ  َكب ٍِ  َكب ْٛ رَ ب َيشَّ ب لَْشض   ً ٍْ  ُيْسهِىٍ  ُْٚمِشضُ  ُيْسهِ  َيب ِي
Artinya : “Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada 
muslim yang lain dua kali kecuali seperti shadaqah satu 
kali.” (HR. Ibnu Majah)
80
 
Adapun hukum bagi orang yang berhutang adalah boleh 
(mubah). Dengan demikian hukum nutang piutang bagi orang yang 
member utang adalah sunnat, bahkan wajib (terhadap orang yang 
sangat membutuhkan) daan bagi orang yang berutang hukumnya 




Utang-piutang pula terkandung sikap tolong-menolong, 
berlemah lembut sesama manusia, saling mengasihi, dan memberikan 
kemudahan kepada yang membutuhkaan.  
Utang piutang memiliki tatacaranya yang mana berdasarkan 
firman Allah SWT, sebagai berikut : 
 
َب َٰٓأَُّٚٓ  َٚ  ٍَ ٍ  ٱنَِّزٚ ۡٚ اْ إَِرا رََذاَُٚزُى ثَِذ َٰٕٓ ٗ فَ  َءاَيُُ ًّّٗ َس َٰٓ أََجٖم يُّ  ٗ  ٱۡكزُجُُِٕ  إِنَ
 ثِ 
َُُكۡى َكبرُِتُۢ ۡٛ ۡنَٛۡكزُت ثَّ ُّ  ٱۡنَعۡذِل  َٔ ًَ ب َعهَّ ًَ ََل َٚۡأَة َكبرٌِت أٌَ َٚۡكزَُت َك َٔ
هِِم  ۚ   َاهلل ًۡ ۡنُٛ َٔ ِّ  ٱنَِّز٘فَۡهَٛۡكزُۡت  ۡٛ ۡنَٛزَِّك  ٱۡنَحكُّ َعهَ ُ  َاهللَ َٔ ََل  ۥَسثَّّ َٔ
ُّ َشۡٛ  ُۡ ٌَ َّٗٚۡجَخۡس ِي ِّ  ٱنَِّز٘ب  فَنٌِ َكب ۡٛ ٔۡ ََل  ٱۡنَحكُّ َعهَ ٔۡ َضِعٛف ب أَ َسفِٛٓ ب أَ
 ُ نُِّّٛ َٔ هِۡم  ًۡ َٕ فَۡهُٛ مَّ ُْ ًِ ُِٓذٔاْ َٔ  ٱۡنَعۡذِل  ثِ  ۥَٚۡسزَِطُٛع أٌَ ُٚ ٍِ ِيٍ  ٱۡسزَۡش ۡٚ َِٓٛذ َش
َجبنُِكۡىۖ فَنٌِ نَّ  ٍِ فََشُجمٞ  ىۡ سِّ ۡٛ َب َسُجهَ ٌِ َٔ  َُٚكٕ ٍَ  ٱۡيَشأَرَب ٌَ ِي ٕۡ ًٍَّ رَۡشَض ِي
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ََٓذآَٰءِ  ب  ٱنشُّ ًَ ُٓ َش إِۡحَذى  ب فَزَُزكِّ ًَ ُٓ  أٌَ رَِضمَّ إِۡحَذى 
  ٖ ََل َٚۡأَة  ٱۡۡلُۡخَش َٔ
ََٓذآَٰءُ  ََل رَسۡ  ٱنشُّ َٔ  
 
ا َإَِرا َيب ُدُعْٕا ٔۡ َكجِٛش  ا أَ ْا أٌَ رَۡكزُجُُِٕ َصِغٛش  َٰٕٓ ًُ َٰٓ  ٗ  إِنَ
 ِّ نُِكۡى أَلۡ  ۦ أََجهِ
ِۚ َاهللَسطُ ِعَُذ َر  َۚ  َٰٓ ْا إَِلَّ َٰٕٓ َٰٓ أََلَّ رَۡشرَبثُ  ٗ َ أَۡد َٔ َذِح  ُو نِهشََّٓ  َٕ أَۡل َٔ
ُكۡى ُجَُبٌح أََلَّ  ۡٛ َس َعهَ ۡٛ َُُكۡى فَهَ ۡٛ ََٓب ثَ َشح  َحبِضَشحّٗ رُِذُٚشٔ ٌَ رَِج  أٌَ رَُكٕ
اْ إَِرا رَجَبَٚۡعزُ  َٰٔٓ ُِٓذ أَۡش َٔ ََل  ۡى  رَۡكزُجَُْٕبٌۗ  َٔ ََل َُٚضبَٰٓسَّ َكبرِٞت  إٌِ  َٔ َٔ  
ِٓٛٞذ  َش
 ُ َّّ َٔ  ۥرَۡفَعهُْٕا فَنَِ ُكىُ  ۚۖ  َاهللَ  ٱرَّمُٕاْ فُُسُٕقُۢ ثُِكۡىٌۗ  ًُ َُٚعهِّ ٌۗۚ َاهللَ  َٔ ثُِكمِّ  َاهلل ٱَٔ  ُۚ
ٍء َعهِٛٞى  ۡٙ    ٨َٕٕش
 
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 
kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di 
antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah 
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 
mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan 
hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa 
yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada 
Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 
daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang 
lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri 
tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya 
mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan 
dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika 
tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan 
dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, 
supaya jika seorang lupa maka yang seorang 
mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu  
enggan(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan 
janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun 
besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian 
itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian 
dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. 
(Tulislah mu´amalahmu itu), kecuali jika mu´amalah itu 
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, 
maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 
menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; 
dan janganlah openulis dan saksi saling sulit menyulitkan. 
Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya 
hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah 
 
 
kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Albaqoroh (2) : 282 ).82 
 
c. Rukun dan Syarat Utang Piutang  
Utang piutang dipandang sah apabila dilakukan terhadap 
barang-barang yang dibolehkan syara‟. Selain itu qardh pun 
dipandang sah setelah adanya ijab dan qabul, seperti jual beli dan 
hibah.
83
 Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat 
yang harus dipenuhi dalam transaksi qardh. Jika salah satu syarat 
dan rukunnya tidak terpenuhi, maka akad qardh ini menjadi tidak 
sah. 
Rukun qardh yaitu :  
1) Shighat (ijab dan qabul)  
Tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa ijab qabul itu 
sah dengan lafaz yang menunjukan maknanya, seperti kata : “ 
aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu” demikian 
pula qabul sah dengan ssemua lafaz yang menunjukan kerelaan, 
seperti “ Aku berutang” atau “Aku menerima” atau “Aku 
Ridha” dan lain sebagainya. 
2) „Aqidayn (dua pihak yang berakad/melakukan transaksi) 
Dalam transaksi utang-piutang, ada dua belah pihak yang 
terlibat langsung sebagai subyek hukum dalam perbuatan 
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3) Harta yang diutangkan 
Adapun rukun harta yang diutangkan yaitu: 
a) Harta yang berupa harta yang berada padanya, maksudnya 
harta harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak 
banyak yang berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, 
seperti uang, barang-barang yang dapat diukur, ditambah, 
ditanam, dan dihitung. 
b) Harta yang dihutangkan disyaratkan berupabenda, tidak sah 
menghutangkan manfaat (jasa) 




tiap-tiap unsur atau rukun tersebut harus memenuhi beberapa 
syarat: 
1) Syarat-syarat „Aqaid 
Dalam fikih subyek hukum itu adalah „aqid atau „aqidayni. 
Adapun syarat „aqid (subyek hukum), menurut Ahmad Azhar 
Basyir, adalah orang yang berutang dan orang yang memberi 
utang, bahwa syarat „aqid dalam perjanjian utang-piutang 
merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain. 




 Mardani., Op.Cit., h. 334 
 
 
Pihak berutang merupakan pemilik atas utang yang diterimanya. 
Oleh karena itu perjanjian utangpiutang hanya dilakukan oleh 
orang yang berhak membelanjakan hartanya. Artinya orang 
yang sudah balig dan berakal. Menurut Sayyid Sabiq, orang 
yang melakukan akad (utang piutang) seperti syarat orang 
berakad dalam jual beli, yaitu orang yang berakal dan orang 
yang dapat membedakan (memilih). Orang gila, orang mabuk 
dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) 
melakukan akad utang-piutang adalah tidak sah hukumnya.
86
 
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, 
syarat subjek dalam berakad utang piutang ialah: 
a) Berakal, mampu menggunkan akalnya secara sempurna. 
b) Cakap (tabarru') yaitu orang yang mampu melepaskan 
hartanya dapat mempertimbangkan manfaatnya. 
c) Kebebasan memilih (mukhtar) yaitu bebas memilih tanpa ada 
unsure paksaan. 
2) Syarat-syarat ma'qud 'alayh (obyek utang-piutang) 
Obyek utang-piutang dapat berupa uang atau benda yang 
mempunyai persamaan (benda mitsil: pen). Untuk sahnya utang-
piutang tersebut, obyeknya harus memenuhi syarat-syarat: 
a) Besarnya pinjaman harus diketahui dengan timbangan, 
takaran atau jumlahnya. 
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b) Sifat pinjaman dan uraiannya harus diketahui jika dalam 
bentuk hewan. 
c) Pinjaman (Al-Qard) tidak sah dari orang-orang yang tidak 
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3) Syarat-syarat akad (sighat) 
Ijab qabul merupakan unsur-unsur perjanjian utang-
piutang. Akad mengandung dua unsur, yaitu ijab dan qabul yang 
keduanya dinamakan sigat, ijab adalah pernyataan dari pihak 
yang memberi utang dan qabul adalah penerimaan dari pihak 
berutang. Ijab qabul tidak harus dengan lisan tetapi dapat juga 
dengan tulisan bahkan dapat pula dengan isyarat bagi orang 
bisu. Perjanjian utang-piutang baru terlaksana setelah pihak 
pertama menyerahkan piutangnya kepada pihak kedua, dengan 
syarat yang diberikan pihak pertama dan pihak kedua telah 
menerimanya. Setelah perjanjian terjadi sebelum diterima oleh 
pihak kedua, maka resikonya ditanggung oleh pihak pertama.
88
 
Di samping adanya syarat rukun sahnya utang piutang 
tersebut di atas, juga terdapat ketentuan ketentuan yang harus 
dipenuhi dalam masalah utang piutang, yaitu sebagai berikut: 
1) Diwajibkan bagi orang yang berutang mengembalikan atau 
membayar kepada piutang pada waktu yang telah ditentukan 
dengan barang yang serupa atau dengan seharganya. 
2) Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo bila yang 
berutang belum mempunyai kemampuan dan disunnatkan 
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membebaskan sebagian atau semua piutangnya, bilamana 
orang yang kurang mampu membayar utangnya. 
3) Cara membayar utang harus memenuhi syarat yang telah 
ditentukan dalam perjanjian. 
4) Berakhirnya Utang-Piutang. Berakhirnya utangpiutang ini 
disyari'atkan supaya mereka mudah dalam meminta dan 
menurut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya 
apabila sudah jatuh temponya.
89
 
d. Etika Dalam Transaksi Utang Piutang 
Di samping adanya syarat dan rukun sahnya utang piutang, juga 
terdapat ketentuan-ketentuan mengenai adab atau etika yang harus 
diperhatikan dalam masalah utang piutang (Qard), yaitu: 
a. Utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan 
b. Etika bagi pemberi utang (muqrid) 
i. Orang yang menghutangkan wajib memberi tempo 
pembayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan 
untuk membayar. 
ii. Jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah 
ditentukan. 
iii. Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan penuh 
maaf. 
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iv. Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang 
sedang kesulitan dalam melunasi utangnya setelah jatuh 
tempo.
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 Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah 
ayat 280: 
إٌِ أٌَ رََصذَّلُْٕا  َٔ َٔ َسَشٖح   ۡٛ ٗ  َي ٌَ ُرٔ ُعۡسَشٖح فََُِظَشحٌ إِنَ َكب
 ٌَ ٕ ًُ ٞش نَُّكۡى إٌِ ُكُزُۡى رَۡعهَ ۡٛ    ٨َٕٓخ
 
Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam 
kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia 
berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian 





c. Etika bagi orang yang berhutang (muqtarid) 
i. Diwajibkan kepada orang yang berutang untuk sesegera 
mungkin melunasi utangnya tatkala ia telah mampu untuk 
melunasinya, Sebab orang yang menunda-nunda pelunasan 
utang padahal ia mampu, maka ia tergolong orang yang 
berbuat zalim. 
ii. Pemberi utang (muqrid) tidak boleh mengambil keuntungan 
atau manfaat dari orang yang berutang (muqtarid) dalam 
bentuk apapun. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang 
berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram 
berdasarkan al-Qur‟an dan as-Sunnah. Keharaman itu 
meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan 
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syarat oleh orang yang memberikan utang (muqrid) kepada 
si penghutang (muqtarid). 
iii. Berutang dengan niat yang baik, dalam arti berutang tidak 
untuk tujuan yang buruk seperti: berutang untuk foya-foya 
(bersenang-senang), berutang dengan niat meminta karena 
jika meminta tidak diberi, maka digunakan istilah utang 
agar mau memberi dan berutang dengan niat tidak akan 
melunasinya. 
iv. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, 
hendaknya orang yang berutang memberitahukan kepada 
orang yang memberikan utang, karena hal ini termasuk 
bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan. 
Janganlah berdiam diri atau lari dari si pemberi pinjaman, 
karena akan merubah hutang yang awalnya sebagai wujud 
tolong menolong menjadi permusuhan.
92
 
e. Berakhirnya Akad Utang Piutang 
Akad utang piutang (qard) berakhir apabila objek akad 
(qarad) ada pada muqtarid (orang yang meminjam) telah 
diserahkan atau dikembalikan kepada muqrid (pemberi pinjaman) 
sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah 
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disepakati di awal perjanjian. Dan pengembalian qarad hendaknya 
dilakukan di tempat terjadinya akad qard itu berlangsung.  
Tetapi apabila si muqrid (kreditur) meminta pengembalian 
qarad di tempat yang ia kehendaki maka dibolehkan selama tidak 
menyulitkan si muqtarid (debitur). Akad utang piutang (qard) juga 
berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yan berakad karena 
alasan tertentu. Dan apabila muqtarid (orang yang berhutang) 
meninggal dunia maka qard atau pinjaman yang belum dilunasi 
menjadi tanggungan ahli warisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban 
melunasi hutang tersebut. Tetapi qarad dapat dianggap lunas atau 
berakhir jika si muqrid (pemberi pinjaman) menghapus hutang 
tersebut dan menganggapnya lunas.
93
 
Berdasarkan uraian di atas utang piutang berakhir apabila 
bila pihak peminjam utang telah membayar utangnya dengan 
jumlah yang sama, maka perikatan utang piutang telah berakhir 
pada saat pelunasan utang. Dan berakhirnya utang piutang apabila 
syarat dan ketantuan telah disepakati dan dilaksanakan bersama. 
B. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka mengemukakan hasil penelitian terdahulu yang 
berhubungan dengan topik penelitian yang dilaksanakan.
94
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1. Lusiana, Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu Di 
Desa Grikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, 
Penelitian ini membahas tentang praktik gadai tanpa batas waktu pada 
masyarakat Desa Grikarto didasarkan perjanjian pinjam meminjam 
uang dengan sawah sebagai jamninan hutang antara pihak raihan dan 
murtahin.  Dalam pelaksanaan perjanjiannya dilakukan secara lisan dan 
tidak adanya bukti otentik (tertulis) bahwa telah terjadi akad diantara 
keduanya, sawah yang dijadikan jaminan hutang di kelola dan diambil 
manfaat sepenuhnya oleh pihak muurtahin. Akad gadai ini juga 
menyebutkan batas waktu berakhirnya sehingga pihak raihan dapat 
menebus sawahnya kapan saja.
95
 
2. Amelia Andriyani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek 
Hutang Piutang Bersyarat di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala 
Timur Kabupaten Tulang Bawang, Penelitian ini membahas tentang 
Utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Tri Makmur Jaya 
Menggala Timur datang kepada seorang (kreditur) untuk meminjam 
sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kreditur bersedia 
memberikan pinjaman dengan syarat debitur harus mempunyai tambak 
dan hasil dari panennya harus dijual kepada kreditur. Syarat ini mampu 
disetujui oleh debitur dan kemudian pada waktunya hutang piutang itu 
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3. Vreda Enes, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang 
Antara Nelayan Dengan Pengepul Pada Masyarakat Nelayan Di 
Alasdowo Dukuhseti Pati, penelitian ini membahas tentang Transaksi 
utang piutang di Desa Alasdowo Dukuhseti Pati merupakan utang 
piutang bersyarat dan jika praktek tersebut dilihat dari rukun dan 
syaratnya telah memenuhi yakni adanya aqid yaitu pihak-pihak yang 
melakukan akad, ma‟qud „alaih (obyek akad atau barang) yang 
jelas,Shighot yaitu ijab dan qobul yang didasarkan suka sama suka, 
yang dilakukan pihak nelayan dan pihak pengepul sebagai pihak yang 
melakukan transaksi utang piutang tersebut. Sedangkan faktor yang 
melatar belakangi praktek utang piutang ini adalah mudahnya akses 
yang dijangkau yakni para pengepul yang merupakan tetangga dekat, 
selain itu juga pihak debitur yang telah diberikan syarat utang kepada 
pihak krediturnya menjelaskan hasil tangkapan nelayan juga akan dijual 
kepada pihak pengepul (debitur).
97
 
Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah Tinjauan 
Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Tanpa Batas Waktu Di Warung 
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Sembako Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung 
Selatan yang fokus pada akibat dari praktik utang piutang tanpa batas 
waktu yang mana dapat merugikan pemilik warung sembako karna tanpa 
ada kesepakatan batas waktu pembayaran dan tanpa ada perjanjian secara 
ontentik (tertulis) sehingga yang berhutang barang di warung sembako itu 
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